KPK 2023

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MULYONO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 513277
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA
KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/500 m2 di KAB / KOTA
KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA
KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA
KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 528.000.000

1. MOBIL, HONDA HONDA HRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

528.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. I
D. SURAT BERHARGA Rp. ——
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 406.724.050
F. HARTA LAINNYA Rp. —
Sub Total Rp. 2.134.724.050
. HUTANG Rp. =
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.134.724.050
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2022
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : IRMA YUWINDA
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 505448
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 10.439.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/135 m2 di KAB / KOTA KUTAI
TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 380 m2/130 m2 di KAB / KOTA
KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

3. Tanah Seluas 1650 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 460.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/137 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000

5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HIBAH
TANPA AKTA Rp. 1.950.000.000

6. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HADIAH Rp.
100.000.000

7. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000

8. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000

9. Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 54.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 675.000.000

11. Tanah Seluas 60000 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL
SENDIRI Rp. 2.000.000.000
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B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.000.000

1. MOBIL, MAZDA CX 5 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

200.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. =
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 380.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 11.019.000.000
. HUTANG Rp. 888.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 10.131.000.000
Catatan:

s

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : UUD SUDIHARJO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 868113
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.420.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/240 m2 di KAB / KOTA
KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/160 m2 di KAB / KOTA
KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/70 m2 di KAB / KOTA KUTAI
TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 640.000.000
1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS KIJANG CAPSUL Tahun 2004, HASIL
SENDIRI Rp. 60.000.000

2. LAINNYA, LOVOL KELAS 6 TON Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.

580.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 175.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 2.235.000.000
. HUTANG Rp. 1.043.003.929
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.191.996.071
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ILHAM
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK . 793462
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.230.000.000

1. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 80.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/96 m2 di KAB / KOTA KUTAI
TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 298 m2/200 m2 di KAB / KOTA
KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah Seluas 372 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 150.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

150.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. I
D. SURAT BERHARGA Rp. ——
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 155.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. —
Sub Total Rp. 1.535.000.000
. HUTANG Rp. =
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.535.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ACHMAD JUNAIDI B.
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 816946
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 357.000.000

1. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 55.000.000
2. Tanah Seluas 192 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL
SENDIRI Rp. 120.000.000
3.  Tanah dan Bangunan Seluas 295 m2/126 m2 di KAB / KOTA
KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HIBAH
TANPA AKTA Rp. 27.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 6.500.000
1. MOTOR, YAMAHA 2SX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

6.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 16.613.973
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 380.113.973
. HUTANG Rp. 103.216.037
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 276.897.936
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ABBAS HUSAINI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 505151
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 375.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/171 m2 di KAB / KOTA
KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 25.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 110.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

110.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
D. SURAT BERHARGA Rp. ==5s
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.500.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -—as
Sub Total Rp. 487.500.000
. HUTANG Rp. 51.470.907
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 436.029.093
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama . PADLIYANSYAH
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 505230
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 13.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
7.500.000

2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

5.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —
D. SURAT BERHARGA Rp. Ak
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.998.237
F. HARTA LAINNYA Rp. —
Sub Total Rp. 478.998.237
. HUTANG Rp. -
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 478.998.237
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MUHAMAT FATHURAHMAN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
3. NHK : 505081
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/112 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 9.500.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

9.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.300.000
D. SURAT BERHARGA Rp. o
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ===
Sub Total Rp. 628.800.000
lll. HUTANG Rp. 6.800.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 622.000.000
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG © EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : HERI PURWANTO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KURIKULUM, PESERTA DIDIK,PEMBANGUNAN KARAKTER

DAN PENILAIAN

3. NHK : 505118
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 357.500.000

1. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 160.000.000

2.  Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, LAINNYA
Rp. 70.000.000

3. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 47.500.000

4. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 61.000.000

1. MOTOR, SUZUKI FD110 /SOLO Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000

2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
38.000.000

3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.

20.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. <l
D. SURAT BERHARGA Rp. ——
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 504.724
F. HARTA LAINNYA Rp. —
Sub Total Rp. 419.004.724

lll. HUTANG Rp. 5.913.000
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IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 413.091.724

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ANDI ROSDIANA HAFID
2. Jabatan : KEPALA SEKSI TENAGA KEBUDAYAAN
3. NHK : 505249
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 50.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/84 m2 di KAB / KOTA KUTAI
TIMUR, LAINNYA Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. -

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -==-

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 55.998.614

F. HARTA LAINNYA Rp. ==t

Sub Total Rp. 105.998.614

. HUTANG Rp. -=--

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 105.998.614
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama . HAMIDA ASPAN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
3. NHK : 512670
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 430.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA
KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m2/299 m2 di KAB / KOTA
KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 17.000.000

1. MOTOR, YAMAHA NMAX 2018 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

17.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 11.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ==5s
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 14.200.000
F. HARTA LAINNYA Rp. 16.500.000
Sub Total Rp. 488.700.000
. HUTANG Rp. 164.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 324.700.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama - ROSNIA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KURIKULUM, PESERTA DIDIK,PEMBANGUNAN KARAKTER

DAN PENILAIAN

3. NHK : 636348

II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. —
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 158.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2014, HADIAH Rp. 150.000.000

2. MOTOR, SUZUKI UF 110 NE Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.

8.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.150.000
D. SURAT BERHARGA Rp. o
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ===
Sub Total Rp. 162.150.000
lll. HUTANG Rp. -—=-
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 162.150.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MOH. SYAIFUL IMRON, S.PD, M.SI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KURIKULUM, PESERTA DIDIK,PEMBANGUNAN KARAKTER

DAN PENILAIAN

3. NHK . 778203
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.662.000.000

1. Tanah Seluas 194 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 755.000.000
2. Tanah Seluas 408 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 815.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 45.000.000
4. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 47.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 73.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

73.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ——-
D. SURAT BERHARGA Rp. TN
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 254.300.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ad
Sub Total Rp. 1.989.300.000
. HUTANG Rp. ——-
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-111) Rp. 1.989.300.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
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kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DAVID HERNANDA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI CAGAR BUDAYA, SEJARAH, TRADISI, KESENIAN DAN
PERMUSEUMAN
3. NHK : 816254
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA
KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 552 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m2/89 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , WARISAN Rp. 450.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 8.000.000
1. MOTOR, HONDA D1BO2N12L2A/T / SOLO Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. . |

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. --S-

Sub Total Rp. 1.010.000.000

. HUTANG Rp. 144.944.369

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 865.055.631
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
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pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG © EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : CITHRA SAHETAPY
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KURIKULUM, PESERTA DIDIK,PEMBANGUNAN KARAKTER

DAN PENILAIAN

3. NHK : 850815
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m2/108 m2 di KAB / KOTA
KUTAI TIMUR, LAINNYA Rp. 500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 70.000.000

1. MOBIL, HONDA BRIO DD1 1.2E AT Tahun 2014, LAINNYA Rp.

70.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 575.000.000
. HUTANG Rp. 200.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 375.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : CHAIRANI AGUSTINA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
3. NHK : 851679
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. -
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 40.000.000

1. MOTOR, HONDA SOLO/X1HO02N35M1AT Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 15.000.000

2. MOTOR, YAMAHA BKU A/T / SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 19.590.000

D. SURAT BERHARGA Rp. o

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 200.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ===

Sub Total Rp. 59.790.000

lll. HUTANG Rp. -—=-

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 59.790.000
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HAJRAH
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 868014
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 570.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/84 m2 di KAB / KOTA KUTAI
TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 20.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA
KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 149.000.000

1. MOTOR, HONDA NF 100 SL Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000

2. MOTOR, YAMAHA 2DP-R A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
22.000.000

3.  MOBIL, HONDA BRIO SATYAL1.2 E CVT CKD Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 526.880.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 85.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. "

Sub Total Rp. 1.330.880.000

. HUTANG Rp. 162.501.394

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.168.378.606
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



